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SEKAPUR SIRIH

¥ etelah kepergian begawan kita, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, diikuti
dengan sohibnya, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, kita dikadap-
e’ kan sebuah kefrustasian berat. Sudah tidak ada lagi tempat mengadu.
Sudah tidak ada lagi petuah-petuab jernih uniuic menyiram kegersangan
dunia hukum yang tandus ini. Keluh-kesah penat yang menyerang dunia
hukum yang diwarnai korupsi, skandal kekuasaan, kemarahan, amarah, dst.
telah kehilangan kesejukannya. Kata-kata para begawan itu telah tak lagi kita
dapatkan dalam ruas-ruas ruang publik. Tulisan-tulisan para begawan pun
raib laksana ditelan bumi. Tapi semua orang selalu menepuk pundak para
pemuda yang masih memegang idealisme, ‘oh, mereka tidak pergi tanpa sisa,
bahkan jiwa mereka menyatu dengan kalbu kita, modal yang berharga untuk
mengarungi samudera kehidupan hukum Indonesia yang penuh dengan
badai ini’,

Terngiang-ngiang untaian teks sang begawarn hukum progresif, Satjipto.
saat beliau menulis ‘Hukum Progresif untuk Zaman Edan’ pada tahun 2003,
tlal yang tidak bisa dihindari suatu saat adalah sebuah krisis, demoralisasi
clalam dunia hukum ! Jika menyaksikan fenomena hukum hari ini, memang
tidak selamanya wajah usang ditampilkan, Kebebasan pers, pemenuhan hak
sosial ekonomi warga, tumbuth kembangnya lembaga pengawas independen,
dst menunjukan pertanda baik yang memukau. Namun pada saat yang
bersamaan, timbul budaya ‘fetisisme’ pada uang, seperti yang diungkapkan

\ filsuf Slovenia, Slavoj Zizek.2 Bahwa matinya ideologi itu

runtuhnya
'BagiSatjipto, zaman ednn adalah sebuah cermin melihat potretkehidupan Indonesia

“wasa ini. Sebuah keadaan yang ambruk, atau dalam bahasa asing diungkapkan oleh

0 sebagal ‘Umwertung aller Werte', keadaan diluar keadaan. Saljipto Rahardio.

¢ Progresif untuk Zaman Edan. Dibuat pada tanggal 6 Februari 2005. -

" Menariknya, Zizek terlalu berlebih-lebihan memandang uwang sama den gan

status pengetahuan absolut yang dikemukakan oleh Hegel. Dengan uang, manusia
bisa merasa memiliki keyakinan seratus persen, terhadap kekuasaan yvang fa miliki.
Uang adalah motif klasik yang dalam era posindustrial seperti hari ini sudah menjadi
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yang memperpadukan antara gaya bermusik jazz dan kerasnya musik heavy
metal rock. Maka dalam konteks ini hukum progresif hendaknya pada arus
deras dengan daya tinggi mempersembahkan energinya secara total untuk
kemanusiaan. Hukum untuk manusia adalah sebuah slogan orasi yang tiada
pernah terlupakan sepanjang sejarah pemikiran hukum Indonesia. Hukum
yang selalu terbuka untuk mengalami pembaharuan-pembaharuan, bukan
mengkristal menjadi dogma, mitos, dan cerita konyol saja.

Konsorsium hukum progresif yang kita selenggarakan ini adalah sebuah
perternuan para peminat hukum progresif, sekaligus silaturahmi dengan
para kritikusnya. Dengan banyaknya kritik terhadap hukum progresif, maka
ia akan mendapatkan banyak informasi dan data untuk mengembangkan
kacamata teoritiknya. .

- Sudah saatnya perlemuan antar profesi, lintas generasi, dan berbagai
kelompok peminat hukum untuk meneruskan apa yang telah diwariskan oleh
Satjipto. Hukum progresif menuai kodratnya lagi-lagi, yakni sedang dalam
proses menjadi. Dalam kesempatan kali ini, hukum progresif terus menerus
dikursuskan. Kalau seandainya kongres ilmu hukum yang telah sukses
diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), pada
tanggal 19-20 Oktober 2012 adalah wasiat mendiang Satjipto, sebelum beliau
wafat. Konsorsium Hukum Progrdsif ini merupakan usulan dari mendiang
Soetandyo, dalam sebuah email. Beliau berpesan bahwa sudah saatnya
semua elemen dalam dunia hukum bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi, dst.
Proceeding ini kami persembahkan untuk dua punggawa hukum yang telah
mendahului kita ini.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih
kepada Australia Indonesie Parinership for Justice (AIP]) yang telah bersedia
membantu terselenggaranya program konsorsium hukum progresif ini
dan kepada keluarga besar Satjipto Rahardjo, terutama ibu Roesmala Dewi
Satjipto yang telah memberikan restu atas berlangsungnya kegiatannya ini.
Semoga kegiatan ini memberikan cahaya seperti lilin kecil yang menyinari
sekelilingnya dalam lautan kegelapan.

Selamat membacal
Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum., & Awaludin Marwan, SH., MH., MA
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BIODATA PENULIS _!_a Universitas Negeri Goront'alo- '
SININTHA vy M. Yusuf Tuloli, Jurus?n Teknik Sipil,
Juli 1963, status merﬁiﬁil\flﬂ SIBARANI,S.H_ My Universitas Negerl Gorontalo
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Dokior d'lU 3, tamat tahun 2p0p saat inj e ABSTRAK
1 Universijt Seda.ng

penduduk yang tinggi berdampak pada terjadinya alih
disebabkan karena tuntutan ruang untuk beraktivitas. Di
ini, alih fungsi lahan pada hakekatnya merupakan hal yang
da kenyataannya, alih fungsilahan membawa banyak masalah
atas lahan pertanian yang masih produktif. Fenomena inijuga
ta Gorontalo. Pencegahan alih fungsi lahan sawah sulit dilakukan
merupakan private good yang legal untuk dijualbelikan.
dilakukan berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah hanya
endalian. Penerapan hukum tentang pengendalian alih fungsi
saat ini berada pada kondisi yang mengkhawatirkan karena
terjadi terus menerus. Perangkat hukum secara simultan
pat mengendalikan alih fungsi lahan sawah berhubung telah
yang dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan alih
SaWaly, tetapi pendekatan secara yuridis terkesan tumpul.

af sawah sebagai penghasil bahan pangan, daerah resapan air,
vangan sirkulasi air serta sebagai penyaring polusi udara

bangan dalam penerbitan peraturan-peraturan tersebut. Hal
A0 kesimpulan dalam Sidang Komisi Tinggi Hak Asasi Ma-
d:;pm 2091, bahwa “setiap orang memiliki hak hidup di du-
etaps 1, in};OI‘us.sl bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan
Univ. Sering dilanggar karena kesalahan penafsiran dengan
hakHak A‘Siisi Manusia (DUHAM) sebagai dasar justifikasi
o Titas lingkungan adalah hak asasi manusia sehingga se-
€manfaatkan lingkungan tanpa memperhatikan keles-
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' ang perada di tengah Kota Gorontalo. '
; - i‘i)bangun di beberapa kompleks peruma han di

L
21“% waktu tahun 2000 sampai 2010 sebanyak 3.876
ur

an yang baru dibangun ini berdiri di

5 Demikian pula apabila penerapan perung
Engan menggunakan konsep hukum sebagaimanang-
a

tradisi berpikir le s _
" legal-positivism. Hukum di ;

an
P da;ng. . it

lihgkaran Peraturan
: perundang—undangan a
und - an e rumah
ndangan secara formal tekstual, Akibatnyna, atura:l komp}&k;aiekawasaﬂ pertanian sawah dan perkebunan
: aty merupas ¢u daerah resapan air dan ruang terbuka

mengal?dj pada kepentingan elit dan bukan kepada
Untuk itu, dalam penegakan hukum lingkungan di P
progresif yang lebih memaknai hukum untuk mg “
kepentingan diri sendiri atay kelompok terten S
Kata Kunci: Alih Jungsi, hukum lingkungan huk'um ph
, o

PENDAHULUAN

gaja men £8ans

Latar Belakang Permasalahan

Setiap kota yang berkemb ‘
ang, selalu ditang

pertl.lrnbuhan penduduk. Hal ini juga terjadi di Kotg (?1

menjadi ibu kota provinsi setelah Provinsi Gorontalo .

Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2001 (tabel 1) i

Gambar 1. "
Perumahan yang berada di Kelurahan Wongkaditi,

Tabel 1.
Kecamatan Kota Utara

Jumlah Penduduk Kota Gorontalo

e Jumiah Penduduk (orang) ’ Laju Pertumbuhan | perumahanyang dibangun para developerseperti pflda%garr‘lbar
enduduk per Tahun (%) di atas sawah yang masih produktif. Hal ini mengindikasikan
2000 J 2010 f 1990-2000 | 2000-2010 | mempedulikan dampak dari konversi lahan. Fenomena
15.449 | 20.220 1,30 2,73 ta Gorontalo, begitu suatu kompleks perumahan dibangun
12.941 | 21.568 3,22 5,24 produktif, tidak membutuhkan waktu yang lama kompleks
30.737 [ 35.988 0,12 1,59 an melakukan ekspansi ke sekitar lahan terbangun. Lama
34.031 | 42.155 0,86 2,16 besar konversi lahan pertanian yang terjadi.
24,144 | 33.149 1,61 3,22 mVersi lahan pertanian karena pembangunan permukiman,
17.628 | 27.047 1,93 4,37  Kawasan-kawasan perkantoran, public service dan kawasan
134.931' 180.127 [ 1,20 2,93 Mga dilakukan di areal pertanian. Akibatnya terjadi alih fungsi

D besar di Kota Gorontalo, Pernerintah Kota Gorontalo harus
Pasi hal inj dengan pengetatan kebijakan tentang alih fungsi
terjadi proges perubahan/perkembangan kota ke arah yang
gl_uangi daerah resapan air sehingga bisa mengakibatkan
: hu]an serta mengancam swa sembada pangar.

Surber: BPS Kota Gorontalo, Kota Gorontalo Dalam An oka Tahtt

Perkembangan jumlah penduduk ini secara tidak langs
pada peningkatan kebutuhan akan areal permukiman yang
oleh para developer perumahan, Karena keterbatasan lahatt
yang ada di Kota Gorontalo, para developer mulai melakuka
diantaranya merubah sawah dan perkebunankelapa menjadi
Hal ini secara kasat mata jelas terlihat dengan adanya areal
perkebunan kelapa yang sudah berubah fungsi menjadi komP 5

§ " Pelaksanaan peraturan tentang alih fungsi lahan di Kota

416 417




sekuensi  dari
han pertanian adalah konsekuensi da
anfaat Penelitian

r‘uﬂ%; 111‘ I;o tabesertaaktivitas Per‘kembaigan‘f;ti’?:;
uk > - I d
Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai TUjukap 1. : E:::ls} Jahan pada A'hakckam):i;;x:];znizk masalah
tentang perlindungan dan pengelolaan Ijngkungan hi d o raannya, konverst lahar‘tlme R Pe; masalahan-
fungsi lahan pertanian di sebuah kota, keny? perfanian yang A pro‘ ud gistemnatis. Jika
Manfaat praktis, dapat dijadikan bahan Masy i lah;:mgam secara kaf?ﬂPrehfenS]f ;lr;asal ahan tetapi
alih fungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo dan efeky rlfl ;h hanya menyelesaikan _c‘,atu apte jadi penyelesaian
Peraturan Walikota Tentang Alih Fungsi Lahan Sehing'g-j 15n perm asalahan lainnya sehingga ter]
dalam pengambilan keputusan untuk Perencanaan Ko, ¢ ko o, 2001).

mto dan Karsen
: uka
5) mengem B
> )h pertanian menjadi
5 dukaﬂ? pem’ngkatag e
rrintaan tambah untuk perw .

can pe

TINJAUAN PUSTAKA

kan beberapa faktor yang menyebabkan
non-pertanian yaitu:

iumlah  penduduk telah
: jasa industri, dan

Perkembangan Kota

Adanya perkembangan kota yang ditandai dan
penduduk yang masih tergolong tin

881 di kota serta berla
menerus menyebabkan konsekuens; spasial yang seriyg

Tuntutan akan fuang yang merupakan kebutuhan sebag
akan berlangsung secara terus-menerus pula. Pemen
fuang yang terus meningkat merupakan permasalahan se .
oleh sebagian besar kota-kota di Indonesia. Dj sisi lain,
masih memungkinkan untuk mengakomodasikan pendlij
fungsi kekotaan, ketersediaannya semakin terbatas dan sema
(Yunus, 2008).
Pertumbuhan ekonomi di kota juga menuntut pembany
tur seperti jalan, jembatan, permukiman, perkantoran, bz
dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan di
terhadap lahan semakin meningkat. Lahan-lahan perta
dan perkebunan kelapa utamanya yang berada di daerah
fungsi ke peruntukkan tersebut. Konversi lahan untuk l'll}
dan prasarana sosial ekonomi khususnya di wilayah perko
dihindari baik di Jawa maupun di Luar Jawa (Rusastra et al.,
Dampak dari alih fungsi lahan ini adalah terjadinya
(disorder) dan cenderung mengarah kepada kekacauan (
merupakan ciri khas perkembangan kota-kota di Ln'do_”
dari segi produk maupun prosesnya. Keadaan ini mertp
perkembangan kota di negara-negara berkembang. Ken?a.._
menunjukkan kecenderungan bahwa wilayah yang di€ 3
unit pemerintahan dan pengelolaan belum menunjUkkafn__ %
diantsipasinya masalah-masalah ketidak-teraturan berbagdi
dan pengelolaan perkotaan tersebut (Wibisono, 2010).

o n (land rent) yang diperoleh
.. Gnoginya tingkat keuntunga
jomi: tingginya

i ian itu
| dan rendahnya land rent dari sektor pertanian i
Pertanian anr

i at
al budaya, antara lain keberadaan huk?an; wz;jngagr;g dﬁag)ak
. kan terfragmentasinya tanah pertan . :
skala ekonomi usaha yang menguntung an. . L
opic, yaitu mencari keuntungan jangka pende nam i
:1 kepentingan jangka panjang dan kepentingan n
:ils:lt]:rin .perundangmndangan da:il penegakan hukum (law
) dari an-peraturan yang ada ‘
}‘::]T’p;:;:rmefupakan igukota Provinsi Gor;}'ticagno ri;ii
asalahan perkotaan seperti kota-kota yang ada 1. nt e
. Permasalahan yang terjadi di Kota Goron‘?alo. dian arke :; —
i0gsi lahan pertanian ke non pertanian serta terjadinya pe.r
AN tidak sesuai dengan arahan pengembangan seperti yang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gorontalo.

Ang Alih Fungsi Lahan -

hukum yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir atau
terjadinya alih fungsi lahan yang berlebihar.m. Peratu:an-.
8 telah dikelyarkan menjadi tidak berarti ketika implementasi
CPeraturan tersehyt tidak seperti tujuan dikeluarkannya
out. Pembatasan dari terjadinya alih fungsi lahan c?apaf
i§ berbagai cara diantaranya pemberlakuan pajak yang tinggi

T3
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untuk lahan yang akan dikonversi menjadi lahap Uung
ataupun pemberian denda, maupun hukuman van
jera bagi perusak lingkungan yang mengalih fungs;
ditetapkan sebagai daerah greer open space,

sawah bukan tanpa alasan. Fungsi dari sawah Menjag;
penerbitan peraturan ini. Adapun fungsi dari pelest:
sebagai penghasil bahan Pangan, manfaat lain adalah
air untuk mereduksi kemungkinan terjadinya bap,
sirkulasi air serta sebagai penyaring polusi udara,

lahan pertanian di Indonesia diantaranya (Irawan, ¢¢

d.

b.

420

RTRW Kabupaten/Kotamadya Dati I, -

A aria/Kepala BPN No.460-1594 Tahun l_;
o g';‘n kat I dan Bupati{Wa]ikotamad)ta I(D.
- KDIjeg;hEn konversi tanah sawah irigasi teknis
pen'

L pati ] da®

Dikeluarkannya peraturan- eratiiran |
- : o e g ¢ menteri di atas intinya adalah larangan
. dap lahan sawah. Disamping peraturan-

emeraﬁtah pusat di atas, terdapat p.eraturar?
i nﬁtah daerah Kota Gorontalo tentang alih fungsi
er

._Ieh per.ﬂ dalah Peraturan Walikota Gorontalo (Perwako)
furan itu a

jan Alih Fungsi Lahan Sawah Irigasi
p09 tentang Pengendalian

Permendagri No. 5/Tahun 1974, tentang Ketentuan, 1 talo.atakan bahwa: " basa
penyediaan dan pemberian tanah untuk keperlyan 2 4mel;3;ber adaan lahan persawahan Kota (Jorontrftlo 15(& ag N
Surat Menteri Negara AgrariajKepala BPN No. ;T-' g terbuka hijau selain taman kota, taman lmja—ku;ﬁzn
Kepada Menteri Negara Perencanaan Pemba_n_ 3 'r;erkantorandangedungkornersm.l,tha.I‘lkotziPaeu iy
Bappenas selaku Ketua BKTRN perihal perubahan 4 an olah raga, jalur pengaman -}alan, jalur dI c’lanau
sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah nop strian, sempadan sungai, pantai, bangun a.n an ban- .
Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No, 4 ngkan pemanfaatanlahanpersawahanmelalul pe:ngell'(n Sistgm
Kepada Gubernur KDHTingkat I dan Bupati/W; vegetasi yang disesuaikan dengan kondisi e Oun-an .
Tingkat IT perihal pencegahan penggunaan tanah sawa tekstur dan tingkat kesuburan tanah untuk menunjang
untuk penggunaan tanah non pertanian melalui pen;
Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410-
Kepada Kepala KantorWilayah BPN Provinsi d
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya perihal pence
tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tan
Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Bappenas selaku Ketua BKTRN No.5335/MK/9/1994
Menteri Dalam Negeri perihal penyusunan RTRW Dati
Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Bappenas selaku Ketua BKTRN No. 5417/MK/10/1994 Tz _
Menteri Negara Perumahan Rakyat RI perihal efist 54ANya pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan dan
lahan bagi perumahan, " lingkunpan ynpuk meningkatkan ketahanan pangan
Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN NO";: ] g Penanggulangan/pencegahan bahaya banjir. .
Kepada Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi dan “Yakeserasian qan keseimbangan ekosistem antara 111'Lgl<ungiﬂ"L
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya perihal pert Bkungan bugatan melalui pengembangan dan peningkatan
tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan 118an perkotaan yang sehat, indah, bersih dan fyaman
Surat Menteri Dalam Negeri No.474/4263/5/5] Tahur anya Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan luitdlmg
Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia pefihal i Udidaya dar pencemaran dan kerusakan tanah, air dan

koﬂVerSi terha

Peraturan-peraturanyang berkaitan dengan

pangan daerah. ‘ .y
alih fungsi lahan persawahan dilakukan mela

perizinan pendirian bangunan dalam bentuk apapu?1 di

persawahan, pemantauan dan penertiban pemanfaatan lahan.

ditegaskan dalam pasal 5: setiap orang atau I?ada.n h.ukum
‘mengalihfungsikan lahan sawah irigasi teknis di wilayah
Orontalo,

dikeluarkannya Peraturan Walikota ini adalah:

Ketersediaan ruang terbuka hijau dengan luasan yang cukup
% Yang proporsional,
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~iau 66,303 %). Peningkatan kebutuhan Ia}Tan
s ertanian ke non pertaman
han pertanian sawah dan perkebunan
sebesar 1.154,828 ha berkurang
uas perkebunan kelapa pada tahun
478,040 ha pada tahun 2010.
baru ini, idak sesuai dengan a.rahan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Realita yang te

onversi lahan
konversi lahan S

rjadi di hampir seluruh wi]
ah sulit dilakukan
8ood yang legal untuk dijualbelikan.
dengan konversi lahan sawah hanya
hendaknya dilakukan bertitik tolak
konversi lahan sawah, yaitu faktor e
Selain itu, perlu diperhatikan dam
fungsi lahan seperti dampak sosial,
hendaknya didukung oleh pemetaan
lahan yang dilengkapi dengan teknol
Penerapan hukum tentan g pen
berada pada kondisi yang mengkha
alih fungsi lahan sawah terjadi teru

permasalahan alih fungsi lahan sawah ke NoN pertaniar

at dijawab d
agraria ini bukanlah hal mudah k
tersedianya data penguasa
dan dukungan dana yang terus _
Perangkat hukum secara simultan diharapkan dap.
konversi lahan sawah. Telah banyak peraturan yang dikelt
baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengendalil
sawah tetapi pendekatan secara yuridis terkesan tumpul.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian terdapat dua hal yang
dengan menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Unf
han di Kota Gorontalo, digunakan pendekatan keruangan
sedangkan hukum digunakan pendekaan yuridis normatif

Data yang digunakan adalah sekunder dan di peroleh d
terkait seperti Bakosurtanal, Badan Pertanahan Nasional
Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, Bappeda Kota Got
tanian, Perikanan dan Peternakan Kota Gorontalo, Dings:

manan Kota Gorontaloserta instansi lain yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang ada, penin gkatan luas lahan pel'muki :
tahun terakhir cukup besar, dimana pada tahun 2000
ha menjadi 1.420,160 ha pada tahun 2010 (terjadi penam

sebab lahan o

Upaya yang dap.
bersifat Pengends,
dari fa'ktor‘fakto
konomi, sogiy)
pak yang ditimp
konomi, dan lingk.
yang akurat dap pen
0gl yang memadaj
gendalian alih f; ngs
kan. Data di Iap
S menerus. IaHIa]_ _.

tahun 2000
ahun 2010. L
prang menjadi
Jahan terbanguit
orti yang tertu
:ni adalah para pengembang (d.et:eloper) baik
- kat secara pribadi. Pengembang
a yang harga jualnya masil'}
Jeks perumahan kemudian menjual kembali
Al ini sesuai dengan teori Lee (1979),
am perubahan spasial kota karena
ang cukup luas. Kompleks

pertokozm serta masyara

ahan dan perkebunan kelap
aw I

pangun komp
P cukup tinggi. Hal
nyai peranan yang kuat dal

nggunakan ruang v
selalu me gguakan mempunyai dampak yang besar pula

kitar. Dampak langsung yang dewasa ini

lahan sawah pada pihak tertentu dap

Pelaksanaan reformasi B

lingkungan se ;
dgalah mudahnva Kota Gorontalo tergenang alr. saat
- - sawah ini juga dikhawatirkan

tenaga pelaksana yang jujur,
lahan yang len gkap, . :
r ain dari konversi .
Dsaiaizi:n‘iza pangan. Hal ini cukup memprihahnki?
yang ada di Kota Gorontalo memiliki kualitas yang cukup :}eix ;
fungsi lahan yang terjadi ditunjang dengan a.]r Tatn

al perumahan yang tertuang dalam Rencana Detai Ia a
Kota Gorontale dimana terdapat kelurahan-kelm.“ahan 'yang
erah persawahan diarahkan menjadi kawasan fungsional
olah-olah terjadi pertentangan antara RDTR dan Ferwaklo
. Perwako melarang alih fungsi lahan, sedangkan RDTR
sawah menjadi kawasan permukiman. ‘
udahnya proses pengeringan sawah yang dilakukan di Kot.a
K bisa mengantongi ijin, sebenarnya bukanlah hal yang sulit
. gnya. Seperti yang dinyatakan oleh Suwarno (19%}f
ologi pemetaan dapat mengendalikan terjadinya alih fungsi
“ehingg dapat melindungi lingkungan hidup demi anak CuCl-.l
PeNgeunaan 1ahan dapat dijadikan rujukan oleh dinas terkait
g terjadiﬂya alih fungsi lahan yang lebih parah lagi. Tinggal
. sakan Supremasi hukum yang tinggi serta komitmen yang
ok berkompeten yang dibutuhkan.

7851 lahan sawah yang begitu besar, dapat disimpulkan




penegakan hukum tentang alih fungsi lahan masih :
peraturan tentang alih fungsi lahan memang sudakh -
tetapi kenyataan di lapangan hampir tidak ada ‘

berkurangnya alih fungsi lahan. Pefahlran—perammn

~rsebut sehingga alih fungsi lahan dapat di

te
3 graft
._.:.: a Pron

ahardjo pada dasarnya penegakan hokum progresif
Rahardjo

| uga
lahan yang telah ada, dipertegas oleh Pemerintah ;Pakaﬂ pekerjaarl af: arat(Y[:;Zr;:i? a:nizﬁ:n ;521:2(}105)-
diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2099 vl sert? gl ho dwr?. ermasalahan hokum khususnya
Ne 1 Tahun 2009 ini terasa hampir tidak ada pengamlm : mef“pakan S.O lu-é; fa psj ia11an di kota Gorontalo yang
Sebelum Perwako ini diterbitkan pada tahup .: ran mengeﬂa'l - - ui%tan sehingga akan mengancam
sosialisasi beberapa tahun sebelumnya, Penatagunaan mengalami PERImEES
kerangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga b " gan ge iy
kewajiban pemeliharaan tanah dalam arti menjaga ' DAN SARAN
kesuburannya, serta mencegahnya dari kerusakan g
ditentukan oleh Undang-Undang Penataan Ru,
Undang Nomor 23 Tah%m 1997gtentang nge?;ih _ ah yang dialih fungsi di Kota Gorontalo dalam kurun waktu

Selain itu jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pe
penatagunaan tanah ini merupakan subsistem dari penataan
telah banyak regulasi yang mengatur ataupun mengendali
pertanian ke non pertanian, tetapi dalam prakteknya
tersebut tidak terlalu efektif, demikian juga kebijakan
terkadang mendorong dilakukannya konversi apalagi
kewenangan otonomi daerah. '

ai tahun 2010 sebesar 120,46 Ha atau sebesar 10,431 %.
fam kelestarian lingkungan karena dapat meningkatkafn
nya banjir dengan berkurangnya daerah reasapan .axr,
Kkeseimbangan cadangan air dan berkurangnya penyaring

hukum (law enforcement) dalam hal alih fungsi lahan di Kotat
th lemah, terbukti dengan masih besarnya alih fungs

2 terjadi.
Perspektif Hukum Progresif ik

Dalam penelitian terhadap alih fungsi lahan
Gorontalo, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-
larangan alih fungsi lahan yang diterbitkan untuk tujuan
kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Sebenarnya peratur
Rakyat, tetapi sayangnya oleh pihak-pihak yang tidak ber
demi kepentingan tertentu, peraturan ini sengaja dilanggar
seandainya peraturan-peraturan ini tetap saja dilanggar- Benc
hal ini banjir dan polusi udara dapat terjadi kapan saja.
pada hukum progresif mengajak kita untuk memperhatl S

en pemerintah dan pemerintah daerah sangat penting terhadap
engenai  penatagunaan tanah yang benar-benar dapat
entingan daerah secara tepat dan terkontrol, bukan hanya
Peraturan yang melarang pengalih fungsian tanah pertanian
10n pertanian, tetapi kebijakan antisipatif yang berpithak pada
Kota Gorontalo.
Buatan sistem perundang-undangan dan penegakan hukum
) dari peraturan-peraturan alih fungsi lahan yang ada di
40 demi kelestarian lingkungan.

AKA

Aczt?%' Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book

manusia. 4
Dalam hukum progresif titik berat pemahamann)’?
aspek peraturan dan perilaku manusia. Aturan hu

kesejahteraan manusia bukan sebaliknya manusia untuk. O menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding), Yarsif
pula fakta yang terjadi di Kota Gorontalo walaupun aturaft 4 akarta.

lahan telah di adakan bahkan dengan peraturan walikotés “Faktor yang Mem pengaruhi Pembentukan Harga Lahan
telah mencanangkan program agropolitan sebagai maskot f0ses Alin Fungsi Lahan ke Penggunaan Non Pertanian:

b,
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ABSTRAK
di Tndonesia berawal dari adanya pengaturan
i hukum benda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
e ah satu bidang hukum yang menjadi cakt%pan hu‘ktllm
:aminan. Mengapa hukum jaminan menjadi sedem}k*nan
usia? Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam hld'u‘p,'
.an uang. Bagaimana apabila mereka tidak memiliki

—--=-, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis
Yogyakarta.

Sukanto Reksohadiprodjo dan Karseno, 2001, Ekonomi Per
BPFE-UGM, Yogyakarta. '
Sunito S, Heru Purwandari dan Dyah Ita Mardiyaninggih. 2
konversi lahan dan pencapaian lahan pertanian abadi.
Suwarno, P.S. 1996. Alih Fungsi Tanah Pertanian dan
Penanggulangannya. Prosiding. Pusat Penelitian Sosial
dan Ford Foundation. Bogor.
Wibowo, Ari, 2013, Mewujudkan Keadilan melalui Penerapan
(membumikan Hukum Progresif), Aswaja Presindo, Yo
Yunus, Hadi Sabari, 2008, Dinamika Wilayah Peri-Urban Del
Kota, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

anya akan meminjam pada Orang ata-.u. 1embaga‘ yjang
Viereka pun akan menutup perjanjian pinjam meminjam.
di dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum
ng yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan, .maka

2 harta kekayaan menjadi tanggungan untuk perikatan
tu contoh perikatan adalah perjanjian pinjam-meminjam,
semacam itu hanyalah merupakan jaminan yang bersifat
mum belum memberikan keamanan bagi semua kreditor.
incullah jaminan khusus yaitu jaminan yang ditentukan di
njian. Jaminan khusus ini diberikan memberikan keamanan
bukan hanya keamanan bagi pihak kreditor, namun juga
Seiring berjalannya waktu, lembaga jaminan mengalami
erdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya
i yaitu gadai untuk benda bergerak dan hipotik untuk
aK. Kemudian, pada tahun 1996, muncullah Undang-
N 1996 tentang Hak Tanggungan. Selanjutnya, fidusia
_._:d:; satu lembaga jaminan di Indonesia dengan adanya
0 &2 Tahun 1999 tentang Fidusia. Setelah itu, Undang-
un £ tentang Resi Gudang pun ditetapkan, bahkan

; f Undal'lgﬂndang No0.9 Tahun 2011. Hukum jaminan,
- JAMinan kg tampaknya belum banyak disentuh oleh
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